
PENJELASAN 
A T A S 

UNDANG-UNDANG  REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  11  TAHUN 2009 

TENTANG 
KESEJAHTERAAN SOSIAL 

 
I. UMUM 
 

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari 
upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima 
Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

 
Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini 
menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak 
atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh 
pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara 
yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak 
dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. 

 
Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara 
fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar 
seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah 
memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, 
dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban 
negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar 
warga negara yang miskin dan tidak mampu. 

 Dalam . . . 
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Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran 
masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, 
organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga 
swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga 
kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing 
demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, 
dan berkelanjutan. 

 
Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, serta 
untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan 
sosial di tingkat lokal, nasional, dan global, perlu dilakukan 
penggantian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Materi pokok yang 
diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, pemenuhan hak atas 
kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara 
komprehensif dan profesional, serta perlindungan masyarakat. Untuk 
menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial, Undang-Undang ini juga mengatur pendaftaran 
dan perizinan serta sanksi administratif bagi lembaga yang 
menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan 
sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan 
bermartabat. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 

  Cukup jelas.  

Pasal 2  

  Huruf a 

 Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah 
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus 
dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang 
yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan 
kasih sayang (Tat Twam Asi). 

Huruf b . . . 
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  Huruf b  

 Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus 
menekankan pada aspek pemerataan, tidak 
diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan 
kewajiban. 

  Huruf c 

 Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah 
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus 
memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup 
warga negara. 

  Huruf d 

 Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah 
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus 
mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait 
sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan 
sinergis. 

  Huruf e 

 Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam 
menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan 
kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, 
Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat 
sebagai mitra Pemerintah dalam menangani 
permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan 
kesejahteraan sosial. 

  Huruf f 

 Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah 
memberikan akses yang seluas-luasnya kepada 
masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait 
dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

   

   
Huruf g . . . 
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  Huruf g 

 Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah 
dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial 
harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

  Huruf  h 

 Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam 
setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus 
melibatkan seluruh komponen masyarakat. 

  Huruf i 

 Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah 
dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial 
kepada masyarakat agar dilandasi dengan 
profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan 
dilaksanakan seoptimal mungkin. 

  Huruf  j 

 Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah 
dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial 
dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga 
tercapai kemandirian. 

Pasal   3 

  Huruf  a 

    Cukup jelas. 

  Huruf  b 

 Yang dimaksud dengan “memulihkan fungsi sosial” 
adalah pengembangan dan peningkatan kualitas diri, 
baik secara psikologis, fisik, sosial, maupun potensi diri 
lainnya.  

  Huruf  c 

    Cukup jelas.      

 
Huruf d . . . 
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  Huruf  d 

    Cukup jelas. 

  Huruf  e 

    Cukup jelas. 

  Huruf  f 

    Cukup jelas. 

Pasal  4 

  Cukup jelas. 

Pasal 5  

  Cukup jelas. 

Pasal 6 

  Cukup jelas. 

Pasal 7 

  Ayat (1)  

 Seseorang yang mengalami disfungsi sosial antara lain 
penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan 
mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks 
penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks pecandu 
narkotika, pengguna psikotropika sindroma 
ketergantungan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), 
korban tindak kekerasan, korban bencana, korban 
perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan 
kebutuhan khusus. 

  Ayat (2)  

 Yang dimaksud dengan “koersif” yaitu tindakan 
pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial.  

  Ayat (3) 

    Cukup jelas. 

 Pasal 8 . . . 
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Pasal 8 

  Cukup jelas. 

Pasal 9 

  Ayat (1) 

    Cukup jelas. 

  Ayat (2)       

 Yang dimaksud dengan “asuransi kesejahteraan sosial” 
yaitu asuransi yang secara khusus diberikan kepada 
warga negara tidak mampu dan tidak terakses oleh 
sistem asuransi sosial pada umumnya yang berbasis 
pada kontribusi peserta. 

 Yang dimaksud dengan “bantuan langsung 
berkelanjutan” yaitu bantuan yang diberikan secara 
terus menerus untuk mempertahankan taraf 
kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan 
kemandirian. 

  Ayat (3)  

 Yang dimaksud dengan “tunjangan berkelanjutan” yaitu 
bantuan yang diberikan kepada perintis kemerdekaan 
dan putra-putri pahlawan nasional antara lain dalam  
bentuk tunjangan kesehatan dan tunjangan 
pendidikan. 

Pasal 10 

  Cukup jelas. 

Pasal 11 

  Cukup jelas. 

Pasal 12 

  Ayat (1) 

     

 
Huruf a . . . 
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    Huruf a 

 Yang dimaksud dengan “yang mengalami masalah 
kesejahteraan sosial” yaitu mereka yang miskin, 
terpencil, rentan sosial  ekonomi. 

    Huruf b 

 Yang dimaksud dengan “lembaga dan/atau 
perseorangan” antara lain organisasi sosial, 
lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, 
karang taruna, pekerja sosial masyarakat. 

 Yang dimaksud dengan “potensi dan sumber daya 
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial”,  
antara lain: nilai kepahlawanan, kejuangan, dan 
keperintisan, kesetiakawanan sosial dan kearifan 
lokal, peranserta organisasi sosial/lembaga sosial 
swadaya masyarakat, kerelawanan sosial (tenaga 
kesejahteraan sosial masyarakat, karang taruna, 
pekerja sosial masyarakat), tanggung jawab sosial 
dunia usaha, penggalangan dana sosial, dan 
ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan 
kesejahteraan sosial. 

  Ayat (2) 

    Cukup jelas. 

  Ayat (3) 

    Cukup jelas. 

  Ayat (4) 

    Cukup jelas. 

Pasal 13 

  Cukup jelas. 

 

 
Pasal 14 . . . 
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Pasal 14 

  Ayat (1) 

 Yang dimaksud dengan “guncangan dan kerentanan 
sosial” yaitu keadaan tidak stabil yang terjadi secara 
tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, 
ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam. 

  Ayat (2) 

    Cukup jelas. 

Pasal 15 

  Ayat (1) 

    Cukup jelas. 

  Ayat (2) 

 Bentuk bantuan sosial antara lain makanan pokok, 
pakaian, tempat tinggal (rumah penampungan 
sementara), dana tunai, perawatan kesehatan dan obat-
obatan, akses pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan), 
bimbingan teknis/supervisi, dan penyediaan 
pemakaman. 

Pasal 16 

  Cukup jelas. 

Pasal 17 

  Cukup jelas. 

Pasal 18 

  Cukup jelas. 

Pasal 19 

  Cukup jelas. 

Pasal 20 

  Cukup jelas. 

 
Pasal 21 . . . 
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Pasal 21 

  Cukup jelas. 

Pasal 22 

  Cukup jelas. 

Pasal 23 

  Cukup jelas. 

Pasal 24 

  Cukup jelas. 

Pasal 25 

  Cukup jelas. 

Pasal 26 

  Cukup jelas. 

Pasal 27 

  Cukup jelas. 

Pasal 28  

  Cukup jelas. 

Pasal 29 

  Cukup jelas. 

Pasal 30 

  Cukup jelas. 

Pasal 31  

  Cukup jelas. 

Pasal 32 

  Cukup jelas. 

Pasal 33 

  Cukup jelas. 

 Pasal 34 . . . 
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Pasal 34 

  Cukup jelas. 

Pasal 35 

  Ayat (1) 

    Huruf a 

     Cukup jelas. 

    Huruf b  

     Cukup jelas. 

    Huruf c 

     Cukup jelas. 

    Huruf d 

 Yang termasuk pusat kesejahteraan sosial antara 
lain pesantren dan rumah adat. 

    Huruf e 

     Cukup jelas. 

    Huruf f 

     Cukup jelas. 

  Ayat (2) 

    Cukup jelas. 

  Ayat (3) 

    Cukup jelas. 

Pasal 36 

  Cukup jelas. 

Pasal 37 

  Cukup jelas. 

 

 Pasal 38 . . . 
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Pasal 38 

  Ayat (1)  

    Cukup jelas. 

  Ayat (2)   

    Huruf a  

     Cukup jelas. 

    Huruf b 

     Cukup jelas. 

    Huruf c 

     Cukup jelas. 

    Huruf d 

 Yang termasuk “organisasi sosial 
kemasyarakatan” antara lain organisasi 
kepemudaan, dan  paguyuban. 

    Huruf e  

     Cukup jelas. 

    Huruf f 

     Cukup jelas. 

    Huruf g 

     Cukup jelas. 

    Huruf  h  

     Cukup jelas. 

    Huruf i  

     Cukup jelas. 

  Ayat (3)  

    Cukup jelas. 

 
Pasal 39 . . . 

www.djpp.depkumham.go.id

Ditje
n P

era
tur

an
 P

eru
nd

an
g-u

nd
an

ga
n

http://www.djpp.depkumham.go.id


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 12 - 

Pasal 39 

  Cukup jelas. 

Pasal 40 

  Cukup jelas. 

Pasal 41 

  Cukup jelas. 

Pasal 42 

  Cukup jelas. 

Pasal 43 

  Cukup jelas. 

Pasal 44 

  Cukup jelas. 

Pasal 45 

  Cukup jelas. 

Pasal 46 

  Cukup jelas. 

Pasal 47 

  Cukup jelas. 

Pasal 48 

  Cukup jelas. 

Pasal 49 

  Cukup jelas. 

Pasal 50 

  Cukup jelas. 

Pasal 51 

  Cukup jelas. 

 Pasal 52 . . . 
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Pasal 52 

  Ayat (1) 

    Cukup jelas. 

  Ayat (2) 

    Cukup jelas. 

  Ayat (3) 

    Cukup jelas. 

  Ayat (4) 

 Yang dimaksud dengan “lembaga sertifikasi” yaitu 
lembaga independen yang menjamin mutu kompetensi 
dan kualifikasi bagi pekerja sosial dan tenaga 
kesejahteraan sosial dalam pelayanan kesejahteraan 
sosial. 

  Ayat (5) 

    Cukup jelas. 

  Ayat (6) 

    Cukup jelas. 

Pasal 53 

  Cukup jelas. 

Pasal 54 

  Cukup jelas. 

Pasal 55 

  Cukup jelas. 

Pasal 56 

  Cukup jelas. 

Pasal 57 

  Cukup jelas. 

 
Pasal 58 . . . 
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Pasal 58 

  Cukup jelas.   

Pasal 59 

  Cukup jelas. 

Pasal 60 

  Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4967 
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